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Waspada, Kelonjakan (Lagi) Harga Migor

MINYAK goreng (migor) pro-
duksi pemerintah ‘MinyaKita’ mu-
lai langka. Minyak goreng kemas-
an yang memang untuk meng-
atasi kelangkaan minyak goreng
beberapa saat lalu, terlihat mulai
berkurang di pasaran akhir-akhir
ini. Dan ini diakui oleh Menteri
Perdagangan (Mendag) Zulkifli
Hasan (KR 31/1). Padahal Mi-
nyaKita adalah merek minyak go-
reng yang diluncurkan Kemen-
terian Perdagangan (Kemendag)
Juli 2022, sebagai produk untuk
menekan harga minyak goreng
yang tinggi saat itu. Produk itu
sekarang bukan hanya bisa dida-
pat di pasar tradisional saja, na-
mun merambah masuk di pasar
modern.

Menurut Mendag Zulkifli Hasan,
MinyaKita saat ini populer di ka-
langan masyarakat, karena di-
anggap sebagai produk kualitas
premium dengan harga rendah.
Mengapa mulai langka? Alasan
pertama sudah menjadi minyak
goreng populer sehingga banyak
penggemarnya, yang kedua, ma-
salah suplai minyak sawit mentah
atau crude palm oil (CPO) Indo-
nesia juga digunakan utuk biode-
sel B35. Padahal pemerintah
menambah B20 menjadi B35.
B20 menyedot 2 juta CPO, untuk
mengubah dari menjadi B20 itu
perlu 9 juta, diubah untuk B35
menjadi 3 juta, sehingga diper-
lukan 12 juta. Ini yang telah
menyedot materi kebutuhan pro-
duksi MinyaKita.

Untuk mengatasi, Kemendag
sudah memanggil produsen mi-
nyak untuk menaikkan suplai.
Hampir 30 pengusaha sepakat
untuk menaikkan suplainya. Se-
mula produksi suplai MinyaKita
tiap bulan 300.000 ton, digenjot
menjadi 450.000 toh, atau naik
50%. Para pengua tersebut su-
dah tanda tangan sepakat. Dan
juga belum tercium adanya ok-
num nakal dalam peredaran Mi-
nyaKita, kata Zulhas. Benarkah?

Seperti kita ketahui harga
minyak goreng Senin (30/1) ke-
marin bergerak naik. Panel harga
bahan pangan menunjukkan ke-
naikan pada minyak goreng curah
atau kemasan melampaui Harga

Eceran Tertinggi (HET). Harga
minyak goreng curah naik, dari
semula Rp10.000 perliter menjadi
Rp 14.940. Sedangkan harga
minyak goreng kemasan menjadi
Rp 17.910.

Apapun penyebabnya, namun
jika harga minyak goreng tersebut
tidak ditangani secara serius,
bukan tidak mungkin akan menja-
di ‘horor’ tak terkendali seperti be-
berapa waktu lalu. Apalagi saat ini
menghadapi bulan puasa, disusul
hari raya Idul Fitri sudah bisa
dibayangkan bakal ada angka ke-
naikan penggunaan minyak go-
reng sebagai pelengkap tradisi.

Pengendalian produksi Mi-
nyakKita ternyata di tangan peda-
gang. Meski sudah berjanji, tetapi
tetap saja pengusaha yang tidak
mau dirugikan. Karena itu sudah
saatnya dijadikan pertimbangan
agar stok CPO dipegang atau di-
kendalikan pemerintah. Sehingga
emerintah perlu memiliki cadang-
an minyak goreng nasional.

Sudah saatnya pemerintah
mempertimbangkan untuk memi-
liki Dynamic Stock Komoditas Mi-
nyak Goreng atau Cadangan Mi-
nyak Goreng Nasional. Sehingga
cadangan minyak goreng nasio-
nal dapat dilakukan dengan pe-
nyediaan tangki-tangki besar pa-
da setiap wilayah. Hal tersebut
berkaca seperti halnya komoditas
pangan lainnya yang dikelola
BUMN Pangan. Jika sudah disi-
apkan cadangan, ketika terjadi
kenaikan harga terhadap komodi-
tas minyak goreng, maka peme-
rintah dapat menggelontorkan
stok, sebaliknya ketika harga tu-
run dapat menyimpan stok kem-
bali.

Adanya pemanggilan pengusa-
ha tersebut, menunjukkan bahwa
pemerintah ingin melakukan sta-
bilisasi namun tidak memiliki stok.
Belum lagi ketika kebutuhan ba-
nyak sementara barang tidak
ada. Terbukti pernah terjadi Om-
budsman menemukan bahwa
Harga Eceran Tertinggi (HET)
minyak goreng tidak berjalan di
beberapa wilayah di Indonesia.
Mengapa? dikarenakan distribusi
belum merata ke seluruh wilayah
Indonesia. (***)
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Bunyi Knalpot Blombongan Merusak Telinga

RATUSAN sepeda motor yang
kenalpotnya blombongan sehing-
ga bunyi kencang, dirazia Polresta
Yogyakarta. Jogja Police Watch
(JPW) juga masyarakat, men-
dukung razia tersebut. Karena me-
mang suaranya sangat meng-
ganggu. Mereka yang menggu-
nakan, masyarakat yang terkena
dampaknya. Karena itu aksi polisi
tentu pasti dapat dukungan publik.

Sebab ada penelitian lain di-
lakukan Ister University Irlandia
yang mengungkap, bahwa faktor
kebisingan yang di antaranya
dipicu oleh raungan knalpot se-
peda motor punya risiko merusak
telinga. Mereka yang motornya
diblombong adalah orang egois.
Karena mereka menutup telinga

mereka saat kendaraannya me-
laju.

Tahukah, bahwa penggunaan
knalpot blombongan juga melang-
gar Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No 7 tahun
2009 soal tingkat kebisingan. Bu-
kan hanya itu. Menurut para Dokter
Spesialis Telinga, Hidung dan
Tenggorokan (THT), seseorang
yang intens mendengar suara bis-
ing berlebih dapat mengalami kehi-
langan pendengaran. Mungkin pa-
ra pengendara itu menggunakan
tutup telinga, tapi pengguna jalan
yang lain? Merekalah yang akan
terkena dampaknya. Jadi, razia
pak polisi ini perlu didukung. O - d

Hartono Setiawan SH MH,
Babarsari Depok, Sleman

'Kere Hore’ Yogya, Fakta atau Mitos?

JANUARI 2023, BPS mengeluarkan
data Persentase Penduduk Miskin. Dari
data tersebut tergambar, DIY merupakan
provinsi dengan persentase penduduk
miskin tertinggi di Pulau Jawa, 11,49%.
Persentase tersebut lebih tinggi dibanding-
kan dengan persentase nasional 9,57%
(BPS, 2023). Data ini kemudian berkem-
bang menjadi perdebatan di masyarakat.
Data kemiskinan dianggap anomali kare-
na dilihat dari angka statistik, apalagi
DIY mempunyai tingkat harapan
hidup tertinggi dan tingkat kebaha-
giaan yang tinggi. Dengan kata lain,
DIY merupakan provinsi paling
miskin, tetapi warganya bahagia.
Situasi ini sebenarnya sudah disadari
sejak lama sehingga muncul istilah
’kere hore’.

’Kere hore’ merupakan istilah untuk
menggambarkan kondisi ekonomi
yang kekurangan (kere), tetapi tetap
bahagia (hore). Namun, benarkah saat
ini masyarakat Yogyakarta masih ba-
hagia? BPS mengeluarkan indeks ke-
bahagiaan. Indeks kebahagiaan meru-
pakan ukuran pembangunan yang
bersifat subjektif karena terkait
persepsi masyarakat dalam melihat
kehidupan sehari-hari daerahnya.

Mengalami Penurunan

Berdasarkan indeks kebahagiaan yang
dikeluarkan BPS tahun 2021 menunjukkan
bahwa masyarakat Yogyakarta mempunyai
indeks kebahagiaan 71,70. Angka ini kalah
dengan Provinsi Maluku Utara yang
angkanya 76,34. Angka ini juga kalah de-
ngan Provinsi Jawa Timur (72,08) dan Jawa
Tengah (71,73), meskipun lebih tinggi dari
indeks kebahagiaan Jawa Barat (70,23) dan
DKI Jakarta (70,68) (BPS, 2021). Ber-
dasarkan perbandingan tersebut menun-
jukkan bahwa warga Yogyakarta bukan
warga paling bahagia di Indonesia.

BPS mengeluarkan indeks kebahagiaan
setiap tiga tahun sekali. Jika dibanding-
kan dengan angka survei sebelumnya,
yaitu 2017 dan 2014 peringkat indeks ke-
bahagiaan DIY mengalami penurunan.
Tahun 2014 DIY di peringkat 5 terbaik,
tahun 2017 turun menjadi peringkat 8,
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dan tahun 2021 turun ke peringkat 21
(BPS, 2021). Penurunan ini seharusnya
bisa menjadi perhatian karena secara na-
sional indeks kebahagiaan rata-rata ma-
syarakat Indonesia mengalami kenaikan.
Turunnya indeks kebahagiaan perlu di-
waspadai agar tidak terus mengalami

Kere hore?

penurunan. Indeks kebahagiaan diukur
dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu
kepuasan hidup, perasaan, serta makna
hidup (eudaimonia). Tiga dimensi tersebut
diturunkan dalam 19 indikator. Mulai dari
kepuasan terhadap pendidikan, pendapat-
an, kesehatan, rumah dan fasilitas rumah,
keadaan lingkungan, kondisi keamanan,
perasaan gembira, perasaan tidak
khawatir, kemandirian, lingkungan, hu-
bungan positif dengan orang lain, sampai
tujuan hidup (BPS, 2021).

Ada beberapa pertanyaan dalam indeks
kebahagiaan yang perlu diperhatikan pe-
merintah DIY tidak mengalami penu-
runan kembali. Pertanyaan tersebut me-
nyangkut keamanan berkendaraan di
malam hari, kondisi air bawah tanah,
kepemilikan rumah, serta solidaritas
sosial. Hal ini perlu diperhatikan meng-

ingat fenomena klithih, bakteri e-coli, in-
flasi harga tanah, serta kesenjangan si
kaya dan si miskin.

Mempengaruhi Kebahagiaan

Munculnya fenomena klithih sejak 2016
membuat masyarakat khawatir berken-
daraan di malam hari. Kerusakan ling-
kungan juga mulai dirasakan di Yogya-
karta yang ditandai dengan tingginya bak-
teri e-coli di semua sungai. Bakteri e-coli
ini juga sudah masuk ke sumur-sumur
masyarakat. Jika tidak diatasi ke de-
pannya untuk minum, masyarakat
harus membeli air kemasan. Ketika hal
itu terjadi tentu akan mempengaruhi
indeks kebahagiaan masyarakat.
Kesenjangan kekayaan masyarakat
(gini ratio) Yogyakarta juga tertinggi di
Indonesia, yaitu 0,459 (BPS, 2023).
Kesenjangan ini pada akhirnya juga
akan mempengaruhi tingkat kebaha-
giaan masyarakat dan sulitnya kelom-
pok miskin untuk membeli tanah aki-
bat inflasi.

Berdasarkan data statistik dan kon-
disi sehari-hari masyarakat, Pemerin-
tah DIY harus segera berbenah untuk
merespons kemiskinan dan penurunan
indeks kebahagiaan. Diharapkan pe-
merintah membuat kebijakan yang di-
arahkan untuk memperbaiki lingkung-
an yang menyangkut kepentingan dasar,
seperti perlindungan air minum dan kea-
manan. [0-d

*)Dr Pajar Hatma Indra Jaya, Dosen

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN

Sunan Kalijaga.
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(Dana) Keistimewaan yang Menyejahterakan

PENULIS mengikuti rapat kerja veri-
fikasi hasil pengendalian dana keistimewa-
an DIY tahun anggaran 2022, Rabu (25/1).
Dana Keistimewaan DIY tahun 2022 sebe-
sar Rp 1,32 triliun, besaran alokasi yang
sama dari APBN sejak tahun 2020. Serapan
anggaran dana keistimewaan DIY tahun
2022 senilai Rp1,27T atau sebesar 96,42%,
termasuk kategori tinggi (Paniradya Kais-
timewan, 2023).

Di samping prestasi capaian serapan
anggaran dana keistimewaan yang selalu
tinggi, terdapat pertanyaan reflektif yang
patut kita ungkapkan. Sejauhmana atribut
keistimewaan dengan dana keistimewaan-
nya menjadi akselerator bagi penyelesaian
sejumlah isu strategis di DIY seperti kemis-
kinan, ketimpangan kesejahteraan, dan
ketimpangan wilayah?

BPS merilis data kemiskinan DIY, terjadi
peningkatan angka kemiskinan kondisi
Maret 2022 ke September 2022 dari 11,34%
(454,76 ribu) menjadi 11,49% (463,63 ribu).
Secara persentase ini merupakan angka ke-
miskinan tertinggi di Pulau Jawa (KR,
25/1). Ketimpangan kesejahteraan yang di-
ukur dengan Rasio Gini juga menunjukkan
kondisi yang tak cukup menggembirakan.
Angka Rasio Gini DIY periode September
2022 sebesar 0,459, meningkat dari periode
sebelumnya (Maret 2022) sebesar 0,439
(BPS, 2023).

Langkah Strategis

Ada beberapa langkah yang dapat di-
lakukan Pemda DIY dalam mengelola dana
keistimewaan agar dapat berkontribusi ter-
hadap penanggulangan kemiskinan. Per-
tama, menyusun rencana pengelolaan dana
keistimewaan yang terintegrasi dengan
rencana pembangunan daerah. Saat ini
adalah momentum yang tepat, Pemda DIY
sedang menyusun Rancangan RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah) periode 2022-2027.

Kedua, mengalokasikan dana keistime-
waan ke program-program yang terkait de-
ngan penanggulangan kemiskinan, seperti

M Taufiq AR

program pemberdayaan ekonomi masyara-
kat, program pemberian bantuan sosial,
dan program pemberdayaan kelompok ma-
syarakat. Perlu fokus pada program dan
kegiatan yang benar-benar strategis dan
berorientasi hasil jangka panjang, memiliki
leverage luas menyelesaikan akar persoalan
kemiskinan dan ketimpangan.

Ketiga, membangun dan mendorong ke-
terbukaan informasi, akses, dan pelibatan
inklusif atas tafsir keistimewaan serta pe-
manfaatan dana keistimewaan. Perlunya
media yang memungkinkan masyarakat
dengan mudah mengakses program-pro-
gram yang didesain pemerintah daerah,
memberikan masukan dan kritikan, serta
mendapatkan umpan balik atas aspirasi
tersebut.

Keempat, melakukan kerja sama dan ko-
laborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti
lembaga swadaya masyarakat, perguruan
tinggi, dan pemerintah daerah lainnya, un-
tuk memperkuat perencanaan dan pelak-
sanaan program-program yang telah diru-

serupa yang dapat dilakukan untuk menge-
lola dana keistimewaan secara kolaboratif
adalah dengan memperkuat koordinasi dan
sinergi antara pemerintah desa, pemerin-
tah kabupaten, dan Pemerintah DIY. Pem-
berdayaan masyarakat melalui program-
program kemitraan yang menjadi bagian
dari pembangunan juga perlu ditingkatkan.
Program-program tersebut dapat berupa
pemberdayaan ekonomi masyarakat, pem-
berdayaan dalam pengelolaan sumber daya
alam (misalnya pemanfaatan Tanah Desa
dan Tanah Kasultanan untuk usaha pro-
duktif komunal di desa). Atau program lain
yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dengan mengelola dana keisti-
mewaan berkolaborasi 4K (Kampus,
Kampung, Kraton, Kaprajan), akan tercipta
sinergi yang efektif dalam pembangunan
yang terintegrasi. Niscaya (dana) keistime-
waan DIY dapat memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap upaya peningkat-
an kesejahteraan warga yang berkeadilan
dan penanggulangan kemiskinan. (- d
*) M Taufiq AR, Perencana pada
Bappeda DIY, Pengurus Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil DIY.

muskan.
Langkah Kolaborasi
Dalam mengelola dana keisti-
mewaan DIY, Pemda juga perlu
berkolaborasi dengan pemerintah

desa dan pemerintah kabupaten. | simpati.
Perlu identifikasi kebutuhan dan -- Mungkin Putri punya pendapat, jujur
prioritas pembangunan di ma- | kuiajur’.

sing-masing wilayah. Hal ini da-
pat dilakukan dengan melibatkan
masyarakat, baik melalui musya-
warah atau survei kebutuhan.
Selanjutnya dapat dilakukan
perencanaan pembangunan yang
terintegrasi dengan mempertim-

kinan.

bangkan sumber daya yang terse- bongan. o o
dia. Komitmen UGM sebagai per- + Pak Polisi terima kasih, ikut menyela-
guruan tinggi terbesar di DIY da- matkan telinga!

pat diimplementasikan dan disi-

Sidang Sambo : Jika Putri jujur, mudah dapat

Kepala BPS : Perbaiki data kelola data kemis-

-- Sebaiknya yang perlu diperbaiki adalah
kemiskinannya.

Polisi akan razia kendaraan knalpot blom-
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nergikan dalam hajat ini. Strategi
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